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LEIVIBARAN DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 06 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN PEq AMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 1 999
TENTANG IIEl'IlIL,U:JI PELAYANAN PEI,IAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

DENGAN RTTHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BI JPATI CIANJUR,

Menimbang baltva retribusi pelayanan penrakanran dan pcngnbuan m.lyat telah
dii.tur berdasarkan Peraturan Daeralr Nomor 04 Tahrrrn iggg, dan
diuncj,:ngkan dalam Lembaran Daerah tanggal 17 Mei lggg Nomor,
08 Tahun 1999 Seri B; ,:.
bahrva besarnya tarip retribusi pelayanan pemakaman dan'j
pengabuan mayat sebagaimana dintaksud dalam huruf a, sudah tidak;
sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, karena itu perlu
ditinjau kembali dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksrrd dalam
hururf a dan b, perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun
1 999.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daera,r Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Je.wa Barat
(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);

Mengingat : 1 .

2. tJndang-undang Nomor 8 Tahl;r 1981 tentang l{ukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41.
Tambahan t-embaran Negara Nomor 3685) sebagairnana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (-embaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembararr Negara
Nomor d048);

1. Undang-undang Nomor 32 Tahrrn 2004 tentang Penrerintahan
nrerah (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 125, 'fambahan
Lembaran Negara Nomor 4437\;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Paiaksanaan
Kitab Undang-undang L{ukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258):

6. ?eraturan Pemerihtah Nomor 25 Tahun 2O0O tentrang Kewenangan
oemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lenrbaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah l.lomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (l-embaran Negara Tahun 2001 Nomor 1 l9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 1999 tentang
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
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Menetapkan

I, Peraturan Daerah Kabupaten cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang
Tatacara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran
Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentrang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 

,^.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

MEMUTUSKAN :

: PERA.TURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PF.RATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI 'ELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 1999 tentang
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, yang disahkan,
oi-'h Men,,eri tialam Negeri dengan Surat keputusan i.tomor g;q.g2.CSz'
tanggal 1 1 Mei 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal
1 7 Mei 1999 Nomor 08 Tahun 1999 Seri B, diubah sebagal berikut : .

A. BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1, dubah sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur. , .,

2. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan
masyaral'at hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
benruenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendirl
ber.{asarkan aspirasi masyarakat dalam system NKRI.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah
Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara pemerintrahan
daerah.

4. Bupati adalah Bupati Cianjur.

5. lnsransi adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang
pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapata;r Daeralr
Kabupaten Cianjur.

7. Kas daerah adalah Kas daerah Kabupaten Cianjur.

8. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan
pelayanan yang nrenyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan
lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atatt badan.

9. Pelayanan pemakaman adalah suatu kegiatan petaksanaan
pemakanran jenazah yang dilaksanakan oleh petugas khusus dan
atau pihak lain Sampai pada tempat tertentu.

10. Pelayanan pengabuan mayat adalah suatu proses administrasi
pelar:sanaan pengabuan mayat yang dilakukan oleh peia.bat.

1'1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pernbayaran
atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang

'pribadi atau badan.
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'12. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yong disedlakan
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kapentingan

'Can kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau
L adan.

13. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungarr Pemerintah
Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah
retribusi yang terutang.

15. Badan adalair suatu bentuk badan u,saha yang meiiputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan UEaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau .

organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha
tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
adnrinistrasi berupa bunga dan atau denda. ,

B, BAB V. PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
RETRIBUSI, Pasal 8, ayat (1), huruf a Porrggantian lahan, angka 1

dan2, diubah sebagai berikut:

. 1. Biaya administrasi penggantian lahan kuburan untuk 1 x 2 meter
sebesur Rp 20.000 ,-lmt15 (lima) tahun;

'2. Biaya administrasi penggantian lahan perluasan/tambahan
sebesar Rp 75.000;lm'15 (lima) tahun;

3. Biava administrasi penggantian lahan caciangan sebesar Rp
200.00O,-/m'l5 tahun;

4. Biaya administrasi pen"laftaran ulang/herigistrasi makam :

- Unluk lahan makam 2 (dua) meter pertama sebesar Rp 10.000,-
tmzlstahun;

- Untuk lah-an perluasan/cadangan selebihnya sebesar Rp
50.000,Jm'l5 tahun.

C. BPB \/, PRII'ISIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
RETRIBUSI, PasalS, ayat (1), huruf c, diubah sebagal bErikut :

c. Ata' setiap Jenazah dikenakan biaya penguburan sebagai berikut :

1. Untuk setiap jenazah yang beragama lslam dikenakan blaya
sebesar Rp 10.000,-;

2. Untuk ienazah yang beragama non lslam dikenaxan biaya
sebesar Rp 40.000,-;

3. Untuk jena*ah yang berasal dari luar daerah dlkenakan biaya
sebesar Rp 50.000,-.

D. BAB Xll KADALUWARSA, Pasal 15 dan BAB Xlll TArA CARA
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG IGDALUWARSA,
Pasal 16, dihilangkan, sehingga BAB XlV, Pasal 17 dan seterusnya
berubah menjacli BAB Xll, Pasal 15 baru dan seterusnya.
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E. BAB XV lama atau BAB Xlll baru, KETENTUAN PIDANA, Pasal 18
larna atau Pasal 16 baru, ayat (1), diubah sebagai berikut:
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga

nerugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling
rama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-
(linra puluh juta rupiah).

F. BAB X\/l lama atau BAB XIV baru PENYIDIKAN, Pasal 19lama atau
Pasal 17 baru, ayat (3) diubah sebagai berikut :

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya
sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Polisi Republik
lndonesia.

Pasal ll

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabr.rparen Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Juni 2005

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

\A/ASIDI SWASTOMO

Ji Cianjur
1 Juni 2005

DAERAH,

LEMBARAN DAERAH
:1 SERI B.

KABUPATEN CIAN.IUR TAHUN 2OO5 NOMOR


